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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 TAHUN 2019  

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN  

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional 

Pemeriksa, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian 

Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan 

Fungsional Pemeriksa; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 
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4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1282); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Pemeriksa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1420); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN 

FUNGSIONAL PEMERIKSA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
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pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PNS sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PNS dan 

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

5. Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya 

disingkat JFP adalah jabatan yang mempunyai ruang 

lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK. 

6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat 

BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara untuk dan atas nama BPK. 

8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, 

dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, 

dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk 

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan 

keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara. 

9. Pemeriksaan Investigatif adalah pemeriksaan yang 

meliputi kegiatan mendapatkan bukti dan pernyataan, 

penulisan laporan hasil pemeriksaan dan melaporkan 

tindak kecurangan (Fraud) kepada Aparat Penegak 

Hukum, membantu dalam menghitung kerugian negara 

dan memberikan keterangan ahli di persidangan, 

membantu upaya pendeteksian dan pencegahan tindak 

kecurangan (Fraud Risk Assesment) dan bersifat 

investigatif untuk mengungkapkan tindak kecurangan 

yang mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak terkait, 
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baik institusi maupun terhadap perorangan melalui 

proses yang jelas dan memiliki ketetapan secara hukum 

atas tindak kecurangan tersebut. 

10. Penghitungan Kerugian Negara yang selanjutnya 

disingkat PKN adalah Pemeriksaan Investigatif yang 

dilakukan untuk menghitung nilai kerugian negara yang 

terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan 

keuangan negara/daerah yang bertujuan untuk 

menentukan ada atau tidak adanya indikasi kerugian 

negara, termasuk di dalamnya menghitung nilai 

kerugian. 

11. Pemberian Keterangan Ahli merupakan proses pemberian 

keterangan oleh orang yang kompeten (ahli) untuk 

pemeriksaan yang dilakukan di hadapan penyidik atau 

hakim (proses di pengadilan) terkait kerugian 

negara/daerah yang diperoleh berdasarkan hasil 

penghitungan kerugian negara/daerah dan akan menjadi 

salah satu alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan 

hakim, selain Laporan Hasil Pemeriksaan untuk 

Penghitungan Kerugian Negara/Daerah. 

12. Rencana Kegiatan Pemeriksaan yang selanjutnya 

disingkat RKP adalah dokumen yang memuat rencana 

pemeriksaan yang meliputi urutan pengelompokan tema 

pemeriksaan, waktu, kebutuhan Pemeriksa, anggaran, 

dan infrastruktur lainnya. 

13. Program Kerja Perorangan yang selanjutnya disingkat 

PKP adalah merupakan alokasi kegiatan pemeriksaan 

yang akan dilaksanakan berdasarkan Program 

Pemeriksaan. 

14. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat 

KKP adalah catatan yang dibuat dan data yang 

dikumpulkan oleh Pemeriksa secara sistematis pada saat 

melaksanakan tugas pemeriksaan, mulai tahap 

perencanaan pemeriksaan sampai dengan tahap 

pelaporan pemeriksaan. 

15. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang selanjutnya 

disingkat IHPS adalah dokumen yang disusun yang 
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memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang 

signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut 

hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian 

pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu 

semester. 

16. Bahan Pendapat BPK adalah bahan yang digunakan 

untuk merumuskan pendapat BPK yang merupakan 

pernyataan sikap, pertimbangan, dan/atau hasil 

konsultasi yang disampaikan kepada pihak yang 

meminta dan/atau menerima pendapat terkait atas suatu 

masalah atau kebijakan tertentu sehubungan dengan 

pelaksanaan tugas dan wewenang BPK terkait 

pengelolaan keuangan negara sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

17. Bahan Penjelasan BPK adalah bahan yang digunakan 

untuk menjelaskan hasil pemeriksaan BPK kepada 

Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan 

Perwakilan Daerah. 

18. Seminar di Bidang Pemeriksaan adalah bentuk 

pengajaran yang diberikan secara khusus untuk 

membahas suatu topik tertentu di bidang pemeriksaan 

yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh suatu 

lembaga profesional atau organisasi komersial lainnya. 

19. Lokakarya atau Workshop di Bidang Pemeriksaan adalah 

suatu acara atau pertemuan yang dilakukan oleh para 

ahli di bidang pemeriksaan yang bertujuan untuk 

membahas suatu masalah tertentu di bidang 

pemeriksaan, sekaligus mencari solusi atas 

permasalahan tersebut. 

20. Sertifikasi Jabatan Pemeriksa adalah proses pengujian 

untuk menilai pemenuhan syarat kemampuan Pemeriksa 

untuk menduduki jabatan tertentu. 

21. Surat Tanda Sertifikasi Jabatan yang selanjutnya 

disingkat STSJ adalah surat tanda lulus telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi jabatan 

Pemeriksa. 
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